
WALIKOTA PALE^BAi^G 

PROVINSI SUMATERA SBLATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 

NOMOR 06 TAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALIKOTA PALEMBANG, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang merupakan jenis Retribusi j a sa umum 
yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota pada saat 
memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, 
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi 
atau badan; 
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota 
Palembang sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan 
Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Kota Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3193); 

2. Undang- Undang 

Menimbang : a. 

b. 

c. 

Mengingat : 1. 

2. 
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4. Undang- Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retr ibus i Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2009 Nomor 130, T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5049) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah 
beberapa ka l i , t e rakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemer intahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 
Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5679) ; 

6. Pera turan Pemerintah Nomor 26 T a h u n 1983 tentang Ta r i f 
B i a y a Te ra (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
1983 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah d iubah dengan 
Pera turan Pemerintah Nomor 16 T a h u n 1986 tentang 
Perubahan Atas Pera turan Pemer intah Nomor 26 T a h u n 
1983 tentang Tar i f B i a y a T e r a (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1986 Nomor 22, T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3329) ; 

7. Pera turan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 1985 tentang Wajib 
dan Pembebasan u n t u k di T e r a dan a t au di T e r a U lang serta 
Syarat -syarat Bag i Te ra Ulang Alat-alat U k u r , Taka r , 
T imbang dan Per lengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1985 Nomor 4, T a m b a h a n 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3283) : 

Dengan Persetujuan B e r s a m a 
D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T K O T A P A L E M B A N G 

dan 
W A L I K O T A P A L E M B A N G 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N ' D A E R A H T E N T A N G R E T R I B U S I P E L A Y A N A N 

T E R A / T E R A U L A N G 

B A B 1 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Pera turan Daerah in i yang d imaksud dengan: 

1. Kota ada lah Kota Palembang. 

2. Pemerintah Kota ada lah Pemerintah Kota Palembang. 

3 . Wal ikota ada lah Wal ikota Palembang. 

4. D inas ada lah D inas Perdagangan Kota Palembang. 

5. Uni t 
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5. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan yang 
selanjutnya disingkat BKPP adalah Bidang yang 
melaksanakan pelayanan tera dan tera ualang alat-alat 
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta 
pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas 
Perdagangan Kota Palembang. 

6. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku 
petugas dalam usaha melayani kebutuhan orang lain yang 
bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. 

7. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang 
selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera 
dan tera ulang. 

8. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. 

9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai 
bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 

10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai 
bagi pengukuran massa atau penimbangan. 

11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau 
dipakai sebaged pelengkap atau tambahan pada alat ukur, 
takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, 
penakaran dan penimbangan. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha 
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

13. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera 
sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan 
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera 
batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan 
hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum 
dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. 

14. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda 
tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau 
memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah 
atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera 
berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP 
yang telah ditera. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, 
penentuan besamya Retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 

16. Retribusi 
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16. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas j a sa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

17. Retribusi J a s a Umum adalah Retribusi atas j a sa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas 
j a sa Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang diwajibkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota. 

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undemgan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan j a sa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Kota. 

2 1 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang 
menentukan besamya jumlah pokok Retribusi yang 
terutang. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan 
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar 
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 
Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah. 

25. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota untuk 
atau memperingatkan wajib Retribusi untuk melunasi 
Retribusi yang terutang. 

26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kota Palembang. 

27. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 
disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah 
Daerah yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

BAB II 
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B A B 11 
NAMA, O B J E K DAN S U B J E K R E T R I B U S I 

Pasa l 2 

Dengan n a m a Retr ibus i Pe layanan Tera/Tera Ulang, d ipungut 
Retr ibus i sebagai pembayaran atas pe layanan pengujian da lam 
rangka tera/tera u lang atas UTTP . 

Pasa l 3 

Objek Retr ibus i Pe layanan Tera/Tera U lang ada lah pe layanan 
pengujian UTTP. 

Pasa l 4 
Subjek Retr ibus i ada lah orang pribadi a tau badan yang 
memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dar i Pemerintah Kota. 

B A B I I I 
K E W A J I B A N BADAN 

Pasa l 5 

(1) B a d a n wajib mendapatkan sert i f ikasi u n t u k me l aksanakan 
kegiatan usahanya . 

(2) Pal ing l ama 1 (satu) t ahun setelah be r l akunya Pera turan 
Daerah in i , s emua B a d a n wajib mendaf tarkan u s a h a n y a 
u n t u k mendapatkan sertif ikat. 

(3) T a t a ca ra u n t u k mendapatkan serti f ikat sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d iatur da lam Pera turan Wal ikota. 

B A B IV 
GOLONGAN R E T R I B U S I 

Pasa l 6 

Retr ibus i Pe layanan Tera/Tera U lang t e rmasuk golongan 
Retr ibus i J a s a Umum, 

B A B V 
CARA M E N G U K U R T INGKAT PENGGUNAAN J A S A 

Pasa l 7 

T ingkat penggunaan j a s a d iukur berdasarkan j a n g k a wak tu 
pemberian pe layanan dan j en is pelayanan yang d iber ikan. 

B A B V I .... 
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B A B V I 

PR INSIP DAN S A S A R ^ N DALAM PENETAPAN 
S T R U K T U R DAN B E S A R N Y A T A R I F R E T R I B U S I 

Pasa l 8 

(1) Pr ins ip dan sasa ran da lam penetapan s t ruk tu r dan 
besamya tari f Retr ibus i d idasarkan pada kebi jakan 
Pemerintah Kota dengan memperhat ikan biaya operasional, 
b iaya perawatan dan pemel iharaan, k emampuan 
masyarakat , aspek keadi lan dan kepast ian h u k u m . 

(2) B i a y a sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mel iputi b iaya 
operasi dan pemel iharaan. 

B A B V I I 
S T R U K T U R DAN B E S A R N Y A T A R I F R E T R I B U S I 

Pasa l 9 
(1) S t r u k t u r dan besarnya tari f Retr ibus i digolongkan 

berdasarkan pada standar sa tuan u k u r a n yang 
d ipergunakan dan t ingkat kesu l i tan , j en is pelayanan ser ta 
j en i s UTTP. 

(2) S t m k t u r dan besarnya tar i f Retr ibus i sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) t e rcantum da lam lampiran yang 
merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Pera turan Daerah 
in i . 

B A B V I I I 
P E N Y E S U A I A N T A R I F R E T R I B U S I 

Pasa l 10 

(1) Tar i f Retr ibus i d i t in jau kembal i pal ing l ama 3 (tiga) t a h u n 
sekal i . 

(2) Pen in jauan tari f Retr ibus i sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i l akukan dengan memperhat ikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tari f Retr ibus i sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) d i tetapkan dengan Peraturan Wal ikota. 

B A B I X 
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasa l 11 

(1) Retr ibus i dipungut dengan menggunakan S K R D a tau 
dokumen la in yemg d ipersamakan. 

(2) Dokumen la in yang d ipersamakan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) dapat b emp a ku i t ans i Te ra/Tera Ulang. 

(3) Has i l 
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(v3) Has i l pemungutan Retr ibus i sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) disetor ke Rekening K a s U m u m Daerah paling l ama 
1 (satu) ha r i kerja. 

(4) Ke tentuan lebih lanjut mengenai tata c a r a pe laksanaan 
pemungutan Retr ibus i d iatur dengan Pera turan Wal ikota. 

Pasa l 12 

Retr ibus i terutang dipungut di w i layah Kota. 

B A B X 
SAAT R E T R I B U S I T E R U T A N G 

Pasa l 13 

Retr ibus i terutang da lam m a s a Retr ibusi terjadi pada saat 
di tetapkan S K R D a tau dokumen la in yang d ipersamakan. 

B A B X I 
S A N K S I ADMIN ISTRAT IF 

Pasa l 14 

Da lam h a l wajib Retr ibus i t idak membayar tepat pada w a k t u n y a 
a tau ku rang membayar, d ikenakan s a n k s i administrat i f berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bu lan dar i Retr ibus i yang 
terutang yang t idak a tau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan S T R D . 

B A B X I I 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasa l 15 

(1) Retr ibus i yang terutang h a r u s dibayar sekal igus. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

tempat pembayaran, angsuran , dan penundaan pembayaran 
Retr ibus i d iatur dengan Peraturan Wal ikota. 

B A B X l l I 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasa l 16 

(1) Penagihan Retr ibus i terutang menggimakan S T R D dan 
d idahulu i dengan sura t teguran. 

(2) S u r a t teguran a tau sura t peringatan a t au sura t la in yang 
sejenis sebagai awa l t indakan pe laksanaan penagihan 
Retr ibus i d ike luarkan 7 (tujuh) har i sejak saat j a t u h tempo 
pembayaran. 

(3) Da l am 
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(3) Da lam j angka w a k t u 7 (tujuh) ha r i setelah tanggal su ra t 
teguran a t au sura t peringatan a tau sura t la in yang sejenis 
d i sampaikan, wajib Retr ibus i h a r u s me lunas i Retr ibus i yang 
terutang. 

(4) Su ra t teguran, surat peringatan a tau sura t la in yang sejenis 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2), d ike luarkan oleh 
Wal ikota a t au Pejabat yang d i tunjuk. 

B A B X I V 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

P E M B E B A S A N R E T R I B U S I 
Pasa l 17 

(1) Wal ikota dapat member ikan pengurangan, ker inganan dan 
pembebasan Retr ibus i . 

(2) Pengurangan, ker inganan dan pembebasan Retr ibus i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan dengan 
memperhat ikan kemampuan wajib Ret r ibus i dan fungsi 
objek Retr ibus i . 

(3) Ketentuan lebih lan jut mengenai tata ca ra pengurangan, 
ker inganan dan pembebasan Retr ibus i sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d iatur dengan Pera turan Wal ikota. 

B A B X V 
K E B E R A T A N 

Pasa l 18 

(1) Wajib Retr ibus i dapat mengajukan keberatan kepada 
Wal ikota atas S K R D . 

(2) Keberatan d ia jukan secara tertul is da lam bahasa Indonesia 
dengan disertai a lasan-a lasan yang je las . 

(3) Keberatan h a r u s d ia jukan da lam j a n g k a w a k t u paling l a m a 
3 (tiga) bu lan sejak tanggal S K R D di terbi tkan, kecua l i j i k a 
wajib Retr ibus i dapat m e n u n j u k k a n bahwa j a n g k a w a k t u i tu 
t idak dapat d ipenuhi ka rena keadaan di luar k ekuasaannya . 

(4) Keadaan di luar k ekuasaannya sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) ada lah s u a t u keadaan yang terjadi di lua r kehendak 
a t au k e k u a s a a n wajib Retr ibusi . 

(5) Pengajuan keberatan t idak menunda kewaj iban membayar 
Ret r ibus i dan pe laksanaan penagihan Retr ibus i . 

Pasa l 19 

(1) J i k a pengajuan keberatan d ikabu lkan sebagian a tau 
se luruhnya , ke lebihan pembayaran Retr ibus i d ikembal ikan 
dengan d i tambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) 
sebulan u n t u k paling l ama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imba lan bunga sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d ih i tung sejak bu lan pe lunasan sampai dengan 
di terb i tkannya S K R D L B . 

B A B X V I 
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B A B X V I 
P E N G E M B A L I A N K E L E B I H A N PEMBAYARAN 

Pasa l 20 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retr ibus i , wajib Retr ibus i dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Wal ikota. 

(2) Wal ikota da lam j a n g k a w a k t u paling l ama 6 (enam) bu lan 
sejak d i ter imanya permohonan pengembalian ke lebihan 
pembayaran Retr ibus i , h a r u s member ikan keputusan . 

(3) Apabi la j angka w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
telah d i lampaui dan Wal ikota t idak member ikan s u a t u 
keputusan , permohonan pengembalian pembayaran 
Retr ibus i dianggap d ikabu lkan dan S K R D L B h a r u s 
diterbitkan da lam jangka w a k t u pal ing l ama 1 (satu) bu lan . 

(4) Apabi la wajib Retr ibusi mempunya i u tang Retr ibus i l a innya , 
ke lebihan pembayaran Retr ibus i sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) langsung d iperhi tungkan u n t u k me lunas i 
terlebih d a h u l u utang Retr ibus i tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retr ibus i sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l akukan da lam j a n g k a w a k t u 
pal ing l ama 2 (dua) bu lan sejak d i terb i tkannya S K R D L B . 

(6) J i k a pengembalian kelebihan pembayaran Retr ibus i 
d i l akukan setelah lewat j angka w a k t u 2 (dua) bu lan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (5), Wal ikota member ikan 
imba lan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas 
keter lambatan pembayaran kelebihan pembayaran 
Retr ibus i . 

(7) T a t a ca ra pengembalian kelebihan pembayaran Retr ibus i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia tur dengan 
Pera turan Wal ikota. 

B A B X V I I 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasa l 2 1 

(1) H a k u n t u k me l akukan penagihan Retr ibus i menjadi 
keda luwarsa setelah melampaui w a k t u 3 (tiga) t a h u n 
terhitung sejak saat terutangnya Retr ibusi , kecua l i j i k a 
Wajib Retr ibus i me l akukan t indak p idana di bidang 
Retr ibus i . 

(2) Keda luwarsa penagihan Retr ibus i sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) tertangguh apabi la: 

a. d i terbitkan S u r a t Teguran; a t au 

b. ada pengakuan utang Retr ibus i dar i Wajib Ret r ibus i 
baik langsung m a u p u n t idak langsung. 

(3) Da l am 
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(3) Da lam ha l diterbitkan Sura t Teguran sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f a, keda luwarsa penagihan 
d ih i tung sejak tanggal d i ter imanya Sura t Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retr ibus i secara langsung sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f b adalah Wajib Retr ibus i 
dengan kesadarannya menyatakan mas ih mempunya i u tang 
Retr ibus i dan belum me lunas inya kepada Pemerintah Kota. 

(5) Pengakuan utang Retr ibus i secara t idak langsung 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b dapat 
d iketahui dar i pengajuan permohonan angsuran a tau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retr ibusi . 

Pasa l 22 

(1) P iutang Retr ibusi yang tidak mungk in ditagih lagi ka r ena 
h a k u n t u k me lakukan penagihan sudah keda luwarsa dapat 
d ihapuskan . 

(2) Wal ikota menetapkan keputusan penghapusan piutang 
Retr ibusi daerah yang sudah keda luwarsa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 
piutang Retr ibusi Daerah yang sudah kada luwarsa d ia tur 
dengan Peraturan Walikota. 

B A B X V I I I 
I N S E N T I F PEMUNGUTAN 

Pasa l 23 

(1) Ins tans i yang me laksanakan pemungutan Retr ibus i dapat 
diberi insenti f a tas dasar pencapaian kiner ja tertentu. 

(2) Pemberian insenti f sebagaimana d imaksud pada ayat (1| 
ditetapkan mela lui Anggaran Pendapatan dan Be lan ja 
Daerah Kota. 

(3) Ketentuan lebih lan jut mengenai tata c a r a pemberian dan 
pemanfaatan insenti f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Wal ikota dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

B A B X I X 
P E N D E L E G A S I A N PELAYANAN 

Pasal 24 

(1) Pe layanan Te ra dan Te ra Ulang U T T P d i l aksanakan oleh 
Uni t Metrologi Legal. 

(2) Pe layanan 
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(2) Pe layanan Te ra dan Te ra Ulang U T T P dapat d i l aksanakan di 
kantor dan di luar kantor. 

(3) Pe layanan Te ra dan Te ra Ulang pada pemil ik barang yang 
berada di lua r w i layah h u k u m Kota d i l akukan berdasarkan 
pada Peraturan Daerah in i . 

(4) S e m u a biaya yang t imbul sebagai ak ibat pemberian 
pe layanan T e r a dan T e r a U lang pada pemil ik barang yang 
berada di luar w i layah h u k u m Kota d ibebankan pada 
pemil ik barang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pe layanan T e ra 
dan Te ra Ulang pada pemil ik barang yang berada di lua r 
w i layah h u k u m Kota d iatur dengan Pera turan Wal ikota. 

B A B X X 
MASA B E R L A K U T E R A / T E R A ULANG 

Pasa l 25 

Masa be r l akunya Tera dan Te ra U lang sesua i ke tentuan 
peraturan perundang-undangan. 

B A B X X I 
K E T E N T U A N PENY ID IKAN 

Pasa l 26 

(1) Peny id ikan t indak p idana di bidang Retr ibus i da lam 
Peraturan Daerah in i , d i l akukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipi i Daerah. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
ada lah: 

a. mener ima, mencar i , mengumpulkan dan menelit i 
keterangan a t au laporan berkenaan dengan t indak 
pidana di bidang Retr ibus i agar keterangan a t au 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan je las ; 

b. menelit i , mencar i , dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi a t au badan tentang kebenaran 
perbuatan yang d i l akukan sehubungan dengan t indak 
p idana di bidang Retr ibus i ; 

c. meminta keterangan dan bahan buk t i dar i orang 
pribadi a tau badan sehubungan dengan t indak p idana 
di bidang Retr ibus i ; 

d. memer iksa 

11 
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d. memer iksa b u k u , catatan dan dokumen la in 
berkenaan dengan t indak pidana di bidang Retr ibus i ; 

e. menjn j ruh berhenti dan/a tau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan a t a u tempat pada saat 
pemer iksaan sedang berlangsung dan memer iksa 
identitas orang dan/a tau dokumen yang dibawa; 

f. memotret s e ^ o r a n g yang berka i tan deiAgaw tmdak 
p idana di bidang Retr ibus i ; 

g. memanggil orang u n t u k didengar keterangannya dan 
d iper iksa sebagai tersangka a tau s a k s i ; 

h . menghent ikan penyid ikan; dan/a tau 

i . m e l a k u k a n t indakan la in yang per lu u n t u k 
ke lancaran peny id ikan t indak p idana d i bidang 
Retr ibus i sesua i dengan ketentuan pera turan 
petwndang-xmdangan. 

(3) Penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
member i tahukan d imuia inya peny id ikan dan 
menyampa ikan has i l peny id ikannya kepada Penuntut 
U m u m mela lu i penyidik pejabat Kepol is ian Negara 
Republ ik Indonesia, sesua i dengan ketentuan yang diatur 
da lam Undang-Undang tentang H u k u m Acara P idana. 

B A B X X I I 
K E T E N T U A N PIDANA 

Pasa l 27 

(1) Wajib Retr ibus i yang t idak me l aksanakan kewaj ibannya 
sehingga merug ikan keuangan daerah d iancam dengan 
p idana k u r u n g a n pal ing l am a 3 (tiga) bu l an a tau p idana 
denda pal ing banyak 3 (tiga) ka l i j u m l a h Retr ibus i terutang 
yang t idak a tau kurang dibayar. 

(2) T indak p idana sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
ada lah pelanggaran. 

Pasa l 28 

Denda sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 28 me rupakan 
pener imaan negara. 

B A B X X I I I 
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BAB XXIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 2018 

WALIKOTA PALEMBANG, 

HARNOJOYO 

Diundangkan di Palembang 
p a d a t a n ^ a l - ^ - 2018 

HAROBIN MASTOFA X 
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA 
SELATAN: ( l O /PLG/ MS ) 
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LAMPIRAN 
P E R A T U R A N D A E R A H KOTA 
P A L E M B A N G 
NOMOR TAHUN 2018 
T E N T A N G R E T R I B U S I PELAYANAN 
T E R A / T E R A ULANG 

S T R U K T U R DAN B E S A R N Y A T A R I F R E T R I B U S I PELAYANAN 
T E R A / T E R A ULANG 

No. J e n i s U T T P 
B e s a r a n Ta r i f (Rp) Masa be r l aku No. J e n i s U T T P 

T e r a T e r a U lang 
A T E R A DAN T E R A U L A N G U T T P 1 T a h u n 
1 U K U R A N PANJANG 

a. S a m p a i dengan 2 m 5.000 5.000 
b. Leb ih da r i 2 m s.d 10 m 7.000 7.000 
c. Leb ih panjang da r i 10 m 10.000 10.000 
d. U k u r a n Panjang jenis : 

(1) Sa l ib U k u r 50 .000 50 .000 
(2) Mikrometer 50 .000 50 .000 
(3) J a n g k a Sorong 50 .000 50 .000 
(4) A lat u k u r tinggi orang 10.000 10.000 
(5) Meter S a k u 5.000 5.000 
(6) Depth Tape 60 .000 60 .000 
(7) B a n U k u r 60 .000 60 .000 
(8) Tongkat U k u r 50 .000 50 .000 

2 M E T E R T A K S I 50 .000 50 .000 I T a h u n 

3 A L A T U K U R P E R M U K A A N CAIRAN 200 .000 200 .000 1 T a h u n 

4 T A K A R A N I T a h u n 
a. Sampa i dengan 10 L 5.000 5.000 
b. Leb ih dar i 10 L 10.000 10.000 

5 L A B U U K U R D A R I G E L A S I T a h u n 
a . L a b u U k u r , B u r r e t d a n Pipet 75 .000 75 .000 
b. Ge las U k u r 75 .000 75 .000 

6 B E J A N A U K U R 
a. Sampa i dengan 50 L 100.000 100.000 
b. Leb ih da r i 50 L 300 .000 300 .000 

7 T A N G K I U K U R T E T A P 6 t a h u n 
a. B e n t u k S i l inder Tegak 

(1) S a m p a i dengan 500 k L 2 .500.000 2 .500 .000 

(2) Se leb ihnya 500 k L d ih i tung sbb •. 
a) 500 k L per tama 2 .500.000 2 .500 .000 
b) Se leb ihnya dar i 500 k L s.d 

1.000 k L , setiap 10 k L 
3.000 3 .000 

c) Se leb ihnya dar i 1.000 k L s.d 
2 .000 k L , setiap 10 k L 

2.000 2.000 

d) Se leb ihnya dar i 2 .000 k L s.d 
10.000 k L , setiap 10 k L 

1.000 1.000 

e) Se leb ihnya dar i 10.000 k L s.d 
20 .000 Id. , set iap 10 k L 

500 500 

f) Se l eb ihnya dar i 20 .000 k L , 
setiap 10 k L 

300 300 
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Bag i an dar i 10 k L d ih i tung 10 k L | 

No. 
J e n i s U T T P B e s a r a n Ta r i f (Rp) 

Masa 
be r l aku No. 

J e n i s U T T P 
Tera T e r a U lang 

b. B e n t u k Si l inder Datar 1 T a h u n 
(1) Sampa i dengan 10 k L 1.500.000 1.500.000 
(2) Se leb ihnya 10 k L d ih i tung sbb : 

a) 10 k L per tama 1.500.000 1.500.000 
b) Se leb ihnya dar i 10 k L s.d 50 k L , 

setiap k L 
5.000 5.000 

c) Se leb ihnya dar i 50 k L , setiap k L 
Bag i an dar i k L d ih i tung s a t u k L 

2.000 5.000 

c. B e n t u k Persegi 1 T a h u n 
(1) S a m p a i dengan 10 k L 1.500.000 1.500.000 
(2) Se leb ihnya 10 k L d ih i tung sbb : 

a) 10 k L per tama 1.500.000 1.500.000 
b) Se leb ihnya dar i 10 k L s.d 50 k L , 

setiap k L 5.000 5.000 

c) Se leb ihnya da r i 50 k L , setiap k L 
Bag i an dar i k L d ih i tung s a t u k L 

2 .000 2.000 

8 T A N G K I U K U R G E R A K 1 T a h u n 
a. T a n g k i U k u r Mobil dan Tangk i U k u r Wagon 

(1) Kapas i t a s sampa i dengan 5 k L 80 .000 80 .000 

(2) Se leb ihnya da r i 5 k L d ih i tung sbb : 

a) 5 k L per tama 80 .000 80 .000 

b) Se leb ihnya dar i 5 k L , setiap k L 10.000 10.000 

Bag ian da r i k L d ih i tung sa tu k L 

b. T a n g k i U k u r Tongkang, Tangk i U k u r P indah 
d a n T a n g k i U k u r Apung d a n K a p a l 

6 t a h u n 

(1) Sampa i dengan 50 k L 1.500.000 1.500.000 
(2) Se leb ihnya 50 k L d ih i tung sbb : 

a) 50 k L per tama 1.500.000 1.500.000 
b) Se leb ihnya dar i 50 k L s.d 75 k L , 

setiap k L 
5.000 5.000 

c) Se leb ihnya dar i 75 k L s.d 100 k L , 
set iap k L 

2 .000 2.000 

d) Se leb ihnya dar i 100 k L s.d 250 
k L , set iap k L 

1.000 1.000 

e) Se leb ihnya dar i 250 k L s.d 500 k L , 
setiap k L 

500 500 

f) Se leb ihnya dar i 500 k L s.d I 000 k L , 
setiap k L 

200 200 

g) Se leb ihnya dari 1.000 k L s.d 5.000 
k L , 
setiap k L Bag ian dar i k L d ih i tung 
sa tu k L 

100 100 

Temgki U k u r Gereik yang mempunya i d u a 
kompartemen a t a u lebih, setiap kompartemen 
d ih i tung s a t u a lat u k u r 

9 T I M B A N G A N 
a . S a m p a i dengan 3 .000 kg 1 T a h u n 

(1) Kete l i t ian sedang dan b iasa (kelas I I I dan 
.IV) 
a) S a m p a i dengan 2 5 kg 1.500 1.000 
b) Se leb ihnya dar i 25 kg s.d 150 kg 2.000 1.500 
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c) Se leb ihnya dar i 150 kg s.d 500 kg 3.000 2.000 
d) Se leb ihnya dar i 500 kg s.d 1.000 kg 4.000 3.000 
e) Se leb ihnya dar i 1.000 kg s.d 3.000 kg 10.000 7.500 

(2) Kete l i t ian h a l u s (Kelas II) 
a) Sampa i dengan 1 kg 10.000 5.000 
b) Se leb ihnya dar i 1 kg s.d 25 kg 12.000 7.500 
c) Se leb ihnya dar i 25 kg s.d 100 kg 14.000 10.000 
d) Se leb ihnya dar i 100 kg s.d 1.000 kg 16.000 12.000 
e) Se leb ihnya dar i 1.000 kg s.d 3.000 kg 20 .000 15.000 

(3) Kete l i t ian k h u s u s (Kelas 1) 36 .000 20 .000 

b. Lebih dar i 3 .000 kg 1 T a h u n 
(1) Kete l i t ian sedang dan b iasa , set iap 1.000 

kg bagian da r i 1.000 kg d ih i tung 1.000 
kg 

15.000 10.000 

(2) Kete l i t ian k h u s u s dan ha lus , set iap ton 
bagian dar i 1.000 kg d ih i tung 1.000 kg 

15.000 10.000 

c. T imbangan ban berjalan 
(1) Sampa i dengan 100 ton/h 500 .000 500 .000 
(2) 100 ton/h s.d 500 ton/h 1.000.000 1.000.000 
(3) Se l eb ihnya besar dar i 500 ton/h 1.500.000 1.500.000 

10 ANAK T IMBANGAN 1 T a h u n 
a. Kete l i t ian sedang dan b iasa (Kelas M2 dan 

M3) 
(1) S a m p a i dengan 1 kg 1.000 500 
(2) Se l eb ihnya dari. 1 k g s .d 5 k g 1.500 1.000 
(3) Se leb ihnya 5 kg s.d 50 kg 4 .000 2.000 

b. Kete l i t ian H a l u s (Kelas F 2 dan M l ) 
(1) S a m p a i dengan 1 kg 3.000 3.000 
(2) Se leb ihnya dar i 1 kg s.d 5 kg 5.000 5.000 
(3) Se leb ihnya 5 kg s.d 50 kg 10.000 10.000 

c. Kete l i t ian K h u s u s (Kelas E 2 dan F l ) 
(1) Sampa i dengam 1 kg 10.000 10.000 
(2) Se leb ihnya dar i 1 kg s.d 5 kg 15.000 15.000 
(3) Se leb ihnya 5 kg s.d 50 kg 20 .000 20 .000 

11 M A N O M E T E R 100.000 100.000 I T a h u n 

12 T E N S I M E T E R 25 .000 25 .000 I T a h u n 

13 ALAT U K U R S U H U DAN K E L E M B A B A N 30 .000 30 .000 1 T a h u n 

14 M E T E R K A D A R A IR 40 .000 40 .000 1 T a h u n 

15 A L A T U K U R CAIRAN MINYAK 1 T a h u n 
Meter b a h a n baka r m inyak 
a. Meter I n d u k 1 T a h u n 

U n t u k setiap media u j i : 
(1) S a m p a i dengem 25 m^/h 300 .000 300 .000 
(2) Leb ih da r i 25 m V h d ih i tung sbb : 

a) 25 m^/h per tama 300 .000 300 .000 
b) Se leb ihnya dar i 25 m ^ ' h s.d 100 

m-Vh, 
setiap m-^/h 

5.000 5.000 

c) Se leb ihnya dar i 100 m\/h s.d 500 
m3/h, 
setiap m-^/h 

2.000 2.000 
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d) Se leb ihnya dar i 500 m-^/h, setiap 
m3/h 1.000 1.000 

Bag i an da r i m3/h d ih i tung sa tu m3/h 
b. Meter Ker ja 1 T a h u n 

U n t u k setiap media u j i : 
(1) S a m p a i dengan 15 m3 / h 200 .000 200 .000 
(2) Leb ih da r i 15 m3/h d ih i tung sbb : 

a) 15 m3 / h per tama 200 .000 200 .000 
b) Se leb ihnya dar i 15 m3/h s.d 100 

m3/h, 
setiap m3/h 

5.000 5.000 

c) Se leb ihnya dar i 100 m3/h s.d 500 
m 3 / h , 
setiap m3/h 

2.000 2.000 

d) Se leb ihnya dar i 500 m 3 / h , setiap 
m3/h 1.000 1.000 

Bag ian da r i m3/h d ih i tung sa tu m3/h 

c. Pompa U k u r 1 T a h u n 
U n t u k setiap badan ulcur 120.000 120.000 

16 M E T E R A I R 1 T a h u n 

a . Meter I n d u k 
(1) S a m p a i dengan 15 m3/h 50 .000 50 .000 
(2) Leb ih dar i 15 m3/h 100.000 100.000 

b. Meter Ker ja 
(1) S a m p a i dengan 10 m^/h 10.000 10.000 
(2) Leb ih dar i 10 m3/h 20 .000 20 .000 

17 M E T E R P R O V E R 1 T a h u n 
a . S a m p a i dengan 2.000 L 500 .000 300 .000 
b. Leb ih da r i 2 .000 L s.d 10.000 L 1.000.000 1.000.000 
c. L eb ih dar i 10 .000 L 1.500.000 1.500.000 
Meter Prover yang mempunya i 2 (dua) seks i a tau 
lebih, set iap seks i d ih i tung sebagai sa tu a la t 
u k u r 

18 Alat U k u r G a s 1 T a h u n 
a. Meter I n d u k 

(1) S a m p a i dengan 100 m 3 / h 50 .000 50 .000 
(2) Leb ih da r i 100 m 3 / h d ih i tung sbb : 

a) 100 m3 / h per tama 50 .000 50 .000 
b) Se leb ihnya da r i 100 m 3 / h s.d 500 

m 3 / h , 
Setiap 10 m3/h 

1.000 1.000 

c) Se leb ihnya dar i 500 m3/h s.d 1.000 
m3/ h , 
setiap 10 m3/h 

500 500 

d) Se leb ihnya dar i 1.000 m3 / h s.d 2.000 
m3/ h , set iap 10 m3 / h 

200 200 

e) Se leb ihnya dar i 2 .000 m3/h, setiap 10 
m3/h Bag i an dar i 10 m3/h d ih i tung 
1 0 m 3 / h 

100 100 

b. Meter Ker ja 1 T a h u n 
(1) S a m p a i dengan 50 m3/h 20 .000 20 .000 
(2) Leb ih da r i 50 m3/h d ih i tung sbb : 

a) 50 m3/h per tama 20 .000 20 .000 

b) Se leb ihnya dar i 50 m3/h s.d 500 200 200 
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m3/h, 

Set iap 10 m^/h 
c) Se leb ihnya da r i 500 m3/h s.d 1.000 

m3/h, 
setiap 10 m3/h 

150 150 

d) Se leb ihnya dar i 1.000 m3 / h s.d 2 .000 
m3/ h , set iap 10 m3/h 100 100 

e) Se leb ihnya da r i 2 .000 m^/h, setiap 10 
m3/h Bag i an da r i 10 m3/h d ih i tung 
10 m3/h 

50 50 

c. Meter G a s Oriface dan se jen isnya 
(merupakan s a t u sys t em/un i t a la t u k u r ) 

100.000 100.000 1 T a h u n 

d. Pompa U k u r B a h a n B a k a r G a s ( B B G ) , E lp i j i , 
set iap badan u k u r 

120.000 120.000 1 T a h u n 

19 A L A T U K U R P E N G I S I 1 T a h u n 

U n t u k setiap j e n i s media : 

a . S a m p a i dengan 4 a lat pengisi 100.000 100.000 

b. Se leb ihnya da r i 4 a la t pengisi , set iap a la t 
pengisi 

50 .000 50 .000 

20 M E T E R L I S T R I K 1 T a h u n 

a . Ke las 0,2 a t a u k u r a n g : 

(1) 3 (tiga) p h a s a 40 .000 40 .000 

(2) 1 (satu) p h a s a 12.000 12.000 

b. Ke las 0,5 a t a u ke las 1 : 

(1) 3 (tiga) p h a s a 5.000 5.000 

(2) 1 (satu) p h a s a 3 .000 3 .000 

c. Ke las 2 : 

(1) 3 (tiga) p h a s a 4 .000 4 .000 

(2) 1 (satu) p h a s a 2 .500 2.500 

B B i a y a T a m b a h a n : 
a . U T T P yang memi l ik i k o s n t r u k s i ter tentu 

y a i t u : 
(1) T imbangan sent i s imal , bobot ingsut, 

pegas d a n cepat u n t u k s e m u a kapas i t a s 
10 .000 10.000 

(2) T imbangan e lektronik u n t u k s e m u a 
kapas i t a s 

100.000 100.000 

b. U T T P yang m e m e r l u k a n penguj ian ter tentu 
d a n mempunya i sifat dan/a tau k o n s t r u k s i 
k h u s u s u n t u k s e m u a kapas i t a s 

100.000 100.000 

WALIKOTA PALEMBANG, 

HARNOJOYO 
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